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Abstrak 
Laut China Selatan merupakan perairan yang memiliki nilai ekonomi, politik, letaknya yang strategis serta adanya kandungan gas alam dan sumber daya yang memadai, sehingga Laut China Selatan menjadi sengketa dan perdebatan regional antara China dengan negara-negara ASEAN. Negara-negara yang bersengketa terdiri dari Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Perselisihan terjadi karena latar belakang historis, batas-batas kepemilikannya yang saling tumpang tindih di landas kontinen dan memiliki argumentasi untuk melakukan klaim terhadap wilayah yang disengketa. Perselisihan terjadi juga karena ketidaktaatan negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982. Tujuan penelitian adalah menganalisis penyebab terjadinya sengketa batas landas kontinen di Laut China Selatan dan mengetahui ketentuan hukum laut internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa di Laut China Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis, yaitu statue approach, history approach, case approach, conceptual approach. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum internasional, peta-peta dan jurnal-jurnal hukum serta bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sengketa di Laut China Selatan sangat berpengaruh terhadap hubungan bilateral maupun multirateral antar negara-negara anggota ASEAN. Penyelesaian sengketa juga tidak mudah dilakukan, karena pengukuran perbatasan laut harus memperhitungkan kenaikan dan penurunan permukaan air laut yang mempengaruhi pengukuran atas zona ekonomi eksklusif negara yang bersangkutan dan perbatasan kawasan laut akibat tumpang tindihnya klaim batas landas kontinen antar negara-negara di kawasan tersebut.
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Abstract
South China Sea waters that have an economic value, political, strategic location as well as the content of the natural gas and adequate resources, so the South China Sea dispute between China and regional debate with ASEAN countries. Countries in dispute consists of the Philippines, Vietnam, Malaysia and Brunei Darussalam. Disputes occurred because of the historical background, the limits ownership of overlapping continental shelf and have arguments to make a claim against territory disengketa. Disputes occur jugakarena disobedience coastal states bordering the South China Sea to the provisions contained in UNCLOS 1982. The purpose of the study is to analyze the causes of the continental shelf boundary disputes in the South China Sea and know the provisions of international maritime law that can be applied in the dispute in the South China Sea. This study uses normative legal research. The approach used by the authors, namely the approach statue, history approach, case approach, conceptual approach. The author uses primary legal materials in the form of legislation, secondary law material in the form of international law books, maps and legal journals and tertiary legal materials in the form of a large dictionary Indonesian and English dictionary. The collection of legal materials is done by means of a literature study. The results of this study prove that the dispute in the South China Sea is very influential on the bilateral and multilateral relations between the member countries of ASEAN. Dispute resolution is also not easy to do, because the measurement of sea borders must take into account the increase and decrease in sea levels that affect the measurement of an exclusive economic zone of the country concerned danperbatasan sea area due to the overlapping claims of the continental shelf boundary between the countries in the region.








Laut China Selatan dalam hukum laut internasional merupakan perairan yang memiliki nilai ekonomis, politik, strategis serta berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam. Laut China Selatan sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, komunikasi internasional (jalur lintas laut perdagangan internasional) dan pelayaran internasional.












Perairan Laut China Selatan
Laut China Selatan secara geografis terbentang dari arah barat daya ke Timur Laut, yang batas selatannya 3° Lintang Selatan antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata) dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di China Daratan. Laut China Selatan terletak di sebelah selatan Republik Rakyat China (selanjutnya disebut RRC) dan Taiwan; di sebelah barat Filipina; di sebelah barat Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia) dan Brunei Darussalam; di sebelah utara Indonesia; di sebelah Timur Laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; di sebelah Timur Vietnam​[2]​. Laut China Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi​[3]​.
Laut China Selatan merupakan laut setengah tertutup (semi-enclosed sea) yang luasnya meliputi tiga setengah juta kilometer persegi dan 90 persen, diantaranya dilingkari oleh daratan dan pulau-pulau​[4]​. Laut tertutup (enclosed seas) atau laut setengah tertutup (semi-enclosed seas) diatur dalam UNCLOS 1982 Part IX Article 122-123. Menurut Article 122 dinyatakan bahwa laut tertutup atau laut setengah tertutup adalah suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dua atau lebih negara pantai.
Negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut tertutup atau laut setengah tertutup mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk bekerja sama dalam memanfaatkan dan menjaga laut tertutup atau laut setengah tertutup tersebut. Laut China Selatan termasuk dalam golongan laut setengah tertutup. Laut China Selatan terletak diantara negara-negara pantai. Adapun negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, diantaranya: Republik Rakyat China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia sehingga status dan kedudukan Laut China Selatan ini sebagai laut setengah tertutup sering menyebabkan konflik dan sengketa diantara negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.
Pada segi kedalaman, Laut China Selatan terdiri atas dua bagian. Sebelah Utara merupakan abysal plain disebut juga sebagai Cekungan Laut China (China Sea Basin) dengan kedalaman antara 4300 – 5016 meter dengan luas 1.775.000 kilometer persegi. Daerah ini mencakup 52 persen dari luas Laut China Selatan. Bagian ini terletak Kepulauan Spratly, Paracel, Maccesfield Bank, Pratas Reef dan Reed Bank. Selebihnya, yaitu 48 persen dengan luas 1.745.000 kilometer persegi, merupakan landas kontinen Asia yang melintang sepanjang pantai RRC sampai ke Selatan, termasuk Teluk Siam, Dangkalan Sunda, dan Dangkalan sempit sepanjang Pulau Palawan dan Luzon.	.
Laut China Selatan yang terbentuk sebagai perairan menjadikan kawasan Laut China Selatan sebagai objek perdebatan regional, banyak negara-negara yang melakukan klaim terhadap Laut China Selatan. Tentu saja klaim tersebut segera mendapat tanggapan negara-negara yang perbatasannya di Laut China Selatan, utamanya negara anggota Association of Southeast Asian Nations (selanjutnya disebut ASEAN).Negara anggota ASEAN yang bersengketa adalah Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina dan Malaysia​[5]​.




       Kepulauan Spratly

China beranggapan Laut China Selatan merupakan wilayah kedaulatannya. China berpedoman pada latar belakang sejarah China kuno tentang peta kedaulatan wilayah China. Pulau dan Laut China Selatan ditemukan oleh pendahulu China, yakni Dinasti Han sejak 2 abad sebelum masehi. Pada awal ke-19 dan abad ke-20 China mengemukakan bahwa Kepulauan Spratly jaraknya kurang lebih 1.100 kilometer dari pelabuhan Yu Lin (Pulau Hainan) sebagai bagian Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Pada tahun 1947 China memproduksi peta Laut China Selatan dengan 9 garis putus-putus dan membentuk huruf U, menyatakan itu menjadi wilayah teritorial China. Sejak tahun 1976 China telah menduduki beberapa pulau di Kepulauan Paracel dan pada tahun 1992 China menegaskan kembali klaim tersebut.
Klaim Vietnam didasarkan pada latar belakang sejarah ketika Perancis tahun 1930-an masih menjajah Vietnam, saat itu Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel di bawah kuasa Perancis. Vietnam mengklaim Kepulauan Spratly sebagai daerah lepas pantai. Klaim Vietnam cukup luas di Laut China Selatan telah menguasai Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel sebagai wilayah kedaulatannya. Vietnam menyebutkan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel secara efektif dikuasai sejak abad ke-17 ketika kedua kepulauan itu tidak berada dalam penguasaan suatu negara​[8]​. Perkembangannya Vietnam tidak mengakui wilayah kedaulatan RRC di kawasan tersebut, sehingga pada saat perang dunia II berakhir Vietnam Selatan menguasai Kepulauan Paracel, termasuk beberapa gugus di Kepulauan Spratly​[9]​.				Filipina mengklaim Kepulauan Spratly berdasarkan pada prinsip landas kontinen serta eksplorasi Kepulauan Spratly pada tahun 1956. Tahun 1971, alasan Filipina menguasai kepulauan tersebut karena kawasan itu merupakan tanah yang sedang tidak dimiliki oleh negara manapun serta Filipina juga merujuk kepada Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951​[10]​ menyatakan bahwa Jepang telah melepaskan haknya terhadap Kepulauan Spratly, dan tidak mengemukakan diserahkan kepada negara lain. Filipina juga secara resmi menyatakan 8 pulau di Kepulauan Spratly sebagai bagian dari provinsi Palawan dan luas pulau-pulau itu adalah 790.000 meter persegi.
Klaim Malaysia berdasarkan atas sebagian wilayahKepulauan Spratly didasarkan pada prinsip landas kontinen. Berkaitan dengan hal itu, Malaysia telah membuat batas yang diklaimnya dengan koordinat. Malaysia juga menguasai beberapa gugus Kepulauan Spratly yang disebut terumbu laying. Menurut Malaysia, langkah itu diambil berdasarkan peta batas landasan kontinen Malaysia tahun 1979, yang mencakup sebagian dari Kepulauan Spratly.
Sementara Brunei yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Inggris juga pada tanggal 1 Januari 1984 kemudian juga ikut mengklaim, namun Brunei hanya mengklaim perairan dan bukan gugus pulau. Klaim Brunei Darussalam bagian dari Laut China Selatan terdekat sebagai bagian dari landas kontinen. Negara yang aktif menguasai disekitar kawasan ini adalah Taiwan, Vietnam, Filipina dan Malaysia. Kondisi seperti ini, masalah penyelesaian sengketa teritorial di Laut China Selatan tampaknya akan menjadi semakin rumit.
Selain saling klaim diantara negara-negara yang berlokasi di perairan Laut China Selatan tersebut, juga terdapat kepentingan-kepentingan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, negara-negara Eropa Barat, Jepang, Korea, Taiwan dalam hal keperluan pelayaran dan keperluan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang terkandung di dalam wilayah Laut China Selatan tersebut.	
Konflik klaim yang terjadi di Laut China Selatan masih terus berlangsung dan menjadi perdebatan antara beberapa negara di kawasan ASEAN melalui perundingan diplomasi. Mengetahui keadaan yang semakin rumit, maka ASEAN mulai bertindak dan ikut turun tangan menanggapi persoalan klaim teritorial yang terjadi di Laut China Selatan apabila konflik ini tidak diselesaikan dengan serius maka segala bentuk kerjasama di Laut China Selatan akan kehilangan dukungan dan tidak berkelanjutan selain itu juga dapat mengancam keamanan negara-negara ASEAN.	Kerjasama antara negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan sebenarnya telah dilaksanakan. Salah satu bukti kerjasama yang dilakukan adalah dengan ditandatangani “Declaration On The ConductOf Parties In The South China Sea (yang disingkat DOC)”pada tahun 2002. DOC merupakan suatu perjanjian internasional antara negara-negara anggota ASEAN dengan negara Republik Rakyat China yang berisi kerjasama dalam hal-hal yang berkaitan dengan Laut China Selatan.	DOC ditandatangani pada KTT ASEAN ke-8 di Phnom Penh, Kamboja, tanggal 4 November 2002. Permasalahan Laut China Selatan berkaitan dengan ASEAN karena negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan mayoritasnya adalah negara-negara anggota ASEAN. Sehingga penandatanganan DOC dilakukan pada saat KTT ASEAN. Demikian ASEAN sebagai organisasi internasional menjadi mediator atau perantara dalam kerja sama antara negara-negara anggotanya dengan Republik Rakyat China.				DOC merupakan bentuk kerja sama antara negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. DOC berisi mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara-negara peserta. Adanya DOC ini, seharusnya Laut China Selatan dengan status dan kedudukannya sebagai laut setengah tertutup, tidak menyebabkan konflik atau sengketa lagi. Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih saja terjadi konflik dan sengketa di Laut China Selatan. Padahal di dalam DOC sudah dinyatakan bahwa antara negara-negara anggota ASEAN dan RRC diharuskan untuk mewujudkan keadaan yang damai, bersahabat, dan harmonisasi di Laut China Selatan. Hal ini tentu bertolak belakang antara kenyataannya di Laut China Selatan dengan apa yang tertuang di dalam DOC.		Konflik dan sengketa yang terjadi di Laut China Selatan sampai sekarang ini meskipun telah ditandatangani DOC sebagai bentuk kerjasama, dikarenakan DOC yang tidak memiliki kekuatan mengikat. DOC hanya sebatas deklarasi dalam hal kerja sama, tidak memuat sanksi-sanksi bagi negara yang melanggar. Oleh karena itu, negara-negara seperti RRC sering sekali melanggar ketentuan-ketentuan DOC ini. Di dalam DOC menjelaskan tentang pembuatan Code on The Conduct (COC) yang lebih memiliki kekuatan mengikat, namun pembahasan mengenai COC ini tidak ada kelanjutan sampai saat ini.				Kesepakatan tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan utama, yaitu mengenai lebar laut wilayah karena dalam kesepakatan ini terdapat perbedaan pendapat. Rumitnya persoalan Laut China Selatan serta adanya campur tangan dari Amerika Serikat atas teritorial tersebut berusaha untuk melakukan perpecahan atas masalah sengketa yang terjadi di Laut China Selatan, yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN. Menurut China, tindakan tersebut hanya akan membuat keadaan menjadi lebih buruk dan praktik resolusi menjadi lebih sulit sehingga cara terbaik adalah dengan melakukan negosiasi bilateral.		Cara tersebut juga tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Laut China Selatan. Tahun 2013 pemerintah Filipiina mengajukan sengketa Laut China Selatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional (selanjutnya disebut ICC), tetapi pemerintah China tidak akan berpartisipasi maupun mengakui proses dan hasil keputusan dari Pengadilan Internasional terkait dengan sengketa Laut China Selatan​[11]​. Konflik dan sengketa di Laut China Selatan juga terjadi karena ketidaktaatan negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982.			Sebagaimana beberapa penjelasan yang telah dijelaskan oleh penulis, bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi di Laut China Selatan dengan negara-negara ASEAN yang tidak melakukan klaim dan mengklaim kepulauan tertentu di garis batas landas batas kontinen harus segera diselesaikan untuk mencapai kesepakatan yang final. Berdasarkan hal tersebut penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai “Penyelesaian Sengketa Batas Landas Kontinen Di Laut China Selatan antara China dengan Filipina, Vietnam, Malaysia Dan Brunei Darussalam”.				Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yakni: (1) apa penyebab terjadi sengketa batas landas kontinen di Laut China Selatan antara China dengan Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam?; (2) bagaimana penyeselesaian sengketa batas landas kontinen di Laut China Selatan antara China dengan Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam?				Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis terjadinya penyebab sengketa batas landas kontinen di Laut China Selatan; (2) untuk mengetahui ketentuan hukum laut internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa batas landas kontinen di Laut China Selatan antara China dengan Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam
METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal hukum serta bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Teknik pengolahan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang terkumpul diolah dengan cara mereduksi data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian hasil reduksi tersebut diklasifikasikan secara sistematis.Teknik  analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN





Laut China Selatan memiliki luas sampai 648.000 mil persegi atau setara dengan 3.000.000 kilometer di samudera pasifik dengan panjang yang membentang dari selat malaka sampai ke selat Taiwan​[13]​. Laut China Selatan dikelilingi oleh negara-negara ASEAN, di utara berbatasan dengan China dan Taiwan, di barat berbatasan dengan Vietnam, di selatan berbatasan dengan Malaysia, Indonesia dan Singapura serta di timur berbatasan dengan Filipina.
Permukaan Laut China Selatan terdiri dari kira-kira 1.000.000 kilometer persegi landas kontinental yang kedalamannya sekitar 200 meter dan 2.000.000 kilometer persegi kawasan permukaan laut yang kedalamannya melebihi 200 meter​[14]​. Laut China Selatan memiliki berbagai jenis pulau, batu karang, gugusan pulau dan cekungan laut yang dibagi menjadi empat kelompok, antara lain :
1.	Kepulauan Pratas yang terdiri dari sekelompok pulau dengan panjang 6 kilometer, lebar 2 kilometer, memiliki dua cekungan dan terletak pada 170 mil laut dari Hongkong, 240 mil laut di tenggara Taiwan dan 269 mil di utara Paracel.
2.	Kepulauan Paracel yang tediri dari gugusan pulau utama. Kelompok barat, yaitu Amphiritie dan kelompok selatan, yaitu Crescent meliputi 15.000 
kilometer persegi luasnya dengan pulau Woody sebagai pulau terpenting di kepulauan ini.
3.	Kepulauan Spratly yang terdiri dari lebih dari 235 bentuk yang memanjang sejauh 500 mil laut dari utara ke selatan dan 400 mil dari timur ke barat. Spartly terletak 900 mil laut dari Hainan, 230 mil laut dari Vietnam bagian timur, 120 mil laut dari Filipina di bagian barat dan 150 mil laut dari Malaysia di bagian barat laut. Semua pengklaim sudah menempatkan pasukan di pulau-pulau yang ada di Spartly.
4.	Macclesfield Bank yang terletak 60 mil laut di timur Paracel, panjangnya sekitar 75 mil laut dan lebarnya 33 mil laut​[15]​.
2.	Gambaran Kepulauan Spratly
Kepulauan Spratly merupakan sebuah kumpulan kepulauan yang terdiri dari 750 terumbu Shoal, Palil (Slet), Atol, pulau karang yang terletak di Laut China Selatan dan mempunyai lebih dari 35.000 pulau. Kepulauan ini terletak perairan Filipina dan Malaysia (Sabah). Kepulauan Spratly mengandung kurang dari 4 kilometer persegi kawasan tanah di dalam, kawasan laut yang luasnya lebih dari 45.000 kilometer persegi.Sekitar 45 pulau diduduki oleh angkatan tentara dari Vietnam, RRC, Malaysia dan Filipina.
Ada tiga hal yang membuat Kepulauan Spratly ini strategis. Pertama, penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut akan sangat menentukan garus batas negara yang menguasainya dan pada luas jangkauan terhadap ZEE. Kedua, Kepulauan Spratly merupakan bagian dari jalur lalu lintas internasional untuk kapal dagang maupun kapal militer. Ketiga, lautan di wilayah sekitar Kepulauan Spratly ini mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar.
3.	Gambaran Kepulauan Paracel
Kepulauan Paracel merupakan kepulauan dan karang di Laut China Selatan yang dikuasai oleh China.Kepulauan ini terdiri dari 30 pulau yang tersebar hingga 15.000 kilometer persegi. Kepulauan ini kaya akan minyak dan gas. Kepulauan ini tidak berpenghuni mengingat kondisi tanahnya yang berupa karang dan gundukan pasir serta tidak adanya air bersih. Dilihat secara aspek potensi, Kepulauan Paracel merupakan sumber daya alam yang melimpah di dalamnya terdapat berbagai macam jenis ikan dan potensi kelautan.Kondisi lingkungan Kepulauan Paracel yang tidak teratur menjadikan tempat bagi pertumbuhan ikan.
4.	Gambaran Sengketa Batas Landas Kontinen Di Laut China Selatan




Tumpang Tindih Klaim Di Spratly dan Paracel

Hal ini terjadi karena pengukuran perbatasan laut lebih sulit dilakukan daripada pengukuran perbatasan darat karena pengukuran perbatasan laut harus memperhitungkan kenaikan dan penurunan permukaan air laut yang mempengaruhi pengukuran atas ZEE negara yang bersangkutan. Di daerah landas kontinen hukum yang berlaku merupakan Hukum Laut Internasional. Landas Kontinen negara pantai mempunyai hak dan kewajiban menurut R.R. Churcill dan A.V. Lowe, sebagai berikut :
a.	Berkenaan dengan hak negara pantai terhadap sumber daya alam hayati (Living Resources). Berkenaan dengan eksploitasi sumber daya alam nabati (Non-Living Resources).
b.	Negara pantai memiliki hak terbatas mengenai melakukan pengawasan atas kegiatan penelitian ilmiah (research) yang ada di landas kontinen​[17]​.
Negara-negara pengklaim kawasan tersebut juga memiliki dasar untuk mengklaim kawasan tersebut berdasarkan prinsip Landas Kontinental atau ZEE sesuai dengan UNCLOS 1982. Menurut UNCLOS 1982 dalam pasal 76 ayat 1 menyatakan bahwa landas konrtinen:
“The continental shelf of a coastal State comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance”.
Artinya : “Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut”.
1.	Penyebab Terjadinya Sengketa Batas Landas Kontinen Di Laut China Selatan Antara China Dengan Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam
Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antarnegara, negara dengan individu serta negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Seringkali hubungan itu menimbulkan sengketa. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antarnegara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Beberapa penyebab terjadinya sengketa batas landas kontinen di Laut China Selatanyang sampai sekarang masih disengketakan, antara lain :

Sumber : UNCLOS and CIA
     Gambar 3.3
Wilayah Sengketa Laut China Selatan

Berakhirnya perang dunia ke-2, hukum laut merupakan hukum internasional yang mengalami banyak perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum laut terdahulu hanya mengurus kegiatan di atas permukaan laut namun sekarang mencakup pada dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Pada tahun 1958 konferensi PBB berhasil mengeluarkan konvensi, salah satunya Konvensi Hukum Laut tahun 1958 di Jenewa. Namun, konvensi tersebut belum mengatur semua permasalahan serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hukum laut internasional. Negara-negara yang ada pada tahun 1958 juga menuntut agar dibuatkan konvensi-konvensi baru yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Demikian untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada. Majelis umum PBB pada tahun 1976 membentk suatu badan, yaitu United Nations Sea Bed Committee. Perkembangan norma hukum laut internasional terdiri dari 3, sebagai berikut :
1)	Zona Development, menentukan wilayah-wilayah laut serta mengatur hak dan kewajiban negara didalamnya.
2)	Functional Development, mengatur hak dan kewajiban negara dalam memanfaatkan laut
a.	Klaim China 
China mengklaim hampir semua dari perairan Laut China Selatan dengan klaim atas keseluruhan Kepulauan Spratly dan menempatkan pasukan militernya di beberapa di kepulauan tersebut. Pulau dan Laut China Selatan ditemukan oleh pendahulu China, yakni Dinasti Han sejak 2 abad sebelum masehi. Pada awal ke-19 dan abad ke-20 China mengemukakan bahwa Kepulauan Spratly jaraknya kurang lebih 1.100 kilometer dari pelabuhan Yu Lin (Pulau Hainan) sebagai bagian Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel.
Pada tahun 1947 Taiwan menyusun The Southern China Sea Islands Location Map (Peta Lokasi Pulau-Pulau Laut China Selatan), yaitu menandai batas-batas nasional di laut dengan 11 garis yang menunjukkan klaim berbentuk U di seluruh Laut China Selatan. Sebelas garis ini kemudian diubah oleh China dengan menerbitkan peta dengan 9 garis tetap pada tahun 1953.
Pada tahun 1950 setelah kekalahan Taiwan dari kaum komunis China dalam Perang Saudara China tahun 1949, Taiwan pindah ke Taiwan dan menarik keluar pasukannya yang menduduki Itu Aba di Kepulauan Spratly. Pada tahun 1970, China menduduki wilayah Amphitrite Group di Kepulauan Paracel. Pada tahun 1992 China melanggar hukum dengan menyatakan seluruh Laut China Selatan sebagai wilayahnya. Klaim China di Laut China Selatan berdasarkan ZEE dan prinsip landas kontinental serta catatan sejarah Dinasti Han (110 M) dan Ming (1403-1433 M).
b.	Klaim Filipina
Pada tahun 1955, Filipina mengumumkan penggunaan garis pangkal lurus disekeliling Kepulauan Filipina, tetapi tidak menyebutkan Negara Kalayaan. Filipina mengklaim beberapa pulau di Kepulauan Spratly berdasarkan penemuan (discovery) beberapa pulau, yang pada waktu itu dinyatakan “terra nullius” oleh Tomas Cloma,  Direktur Maritim di Filipina. Tomas Cloma mengklaim pemilikan atas seluruh wilayah yang terdiri dari 33 pulau, Beting, Pulau Pasir, Gugus Karang, dan daerah perikanan di Kepulauan Spratly, seluas kurang lebih 64,9776 mil persegi  yang ditemukannya pada tahun 1947.
Pemerintah Filipina tidak seluruhnya mendukung secara resmi atas klaim yang dilakukan oleh Cloma. Pemerintah Filipina berpendapat bahwa wilayah Kalayaan dianggap “Terra Nullius” setelah Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 yang meletakkan Kepulauan Spratly secara de facto di bawah perwalian Negara-Negara Sekutu. Pada tahun 1974, Cloma menyerahkan kepemilikan atas Kalayaan kepada Filipina. Pada tanggal 11 Juni 1978, Presiden Marcos menetapkan bahwa Kepulauan Kalayaan adalah bagian dari wilayah kedaulatan Filipina dan merupakan suatu daerah yang khusus dan terpisah (a distinct and separate municipality) dari Provinsi Palawan. 
Memperkuat klaimnya, Filipina menduduki delapan pulau kecil di Kepulauan Spratly sejak tahun 1970, yaitu di Pulau Nashan (Lawak), Pulau Flat (Patag), Pulau Thitu (Pagasa), Pulau Loaita (Kota), Northeast Cay (Paraola), Pulau West York (Likas), Lankiam Cay (Panata), dan Commodore Reef. Filipina menduduki kelompok gugus pulau dibagian timur Kepulauan Spratly, dan tahun 1978 menduduki gugus Pulau Panata, alasan Filipina menduduki kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan tanah yang tidak sedang dimiliki oleh negara-negara manapun. Filipina juga merujuk kepada Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951, yang antara lain menyatakan bahwa Jepang telah melepaskan haknya terhadap Kepulauan Spratly, dan tidak mengemukakan diserahkan kepada negara lain.
Laut China Selatan mendominasi dinamika hubungan kedua negara.Pada satu pihak, pemerintah Filipina menuduh bahwa kapal-kapal RRC telah memasuki wilayah Filipina paling tidak sebanyak sembilan kali. Pada saat yang bersamaan, kedua negara juga terlihat memperkuat armada lautnya masing-masing dan melakukan latihan militer disekitar Laut China Selatan.Bahkan Filipina melakukan latihan bersama dengan Amerika Serikat.
c.	Klaim Vietnam
Sepanjang periode 2001-2009 beberapa masalah terjadi dalam hubungan China dengan Vietnam​[18]​. Tahun 2002, Vietnam memprotes unilateral finishing ban China di Laut China Selatan sejak 1 Juni sampai 1 Agustus 2002. Vietnam juga memprotes penerapan pelarangan penangkapan ikan dengan melakukan latihan menembak di area maritim yang termasuk dalam “laut dan landas kontinen” Vietnam.
Tahun 2003, Vietnam memprotes pelarangan penangkapan ikan baru China di Laut China Selatan dari 1 Juni sampai 1 Agustus. Tahun 2004, China mengusir KANTAN3 dan peralatan pengeboran minyak yang beroperasi sejak 19 November 2004 di laut kontinental Vietnam. Tahun 2005, Vietnam menegaskan kembali klaimnya terhadap Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly dalam menanggapi laporan China bahwa telah mempersiapkan “riset terumbu karang berskala besar” di Kepulauan Paracel.
Tahun 2006, Vietnam menegaskan kembali klaimnya terhadap Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly dalam menanggapi informasi China bahwa telah membangun penanda kedaulatan dibeberapa laut teritorial termasuk di Kepulauan Paracel. Tahun 2007, Vietnam menegaskan kembali klaimnya terhadap Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly dalam menanggapi laporan China bahwa telah membangun rencana pengembangan pariwisata di Kepulauan Paracel. Pada Maret 2009, Vietnam memprotes pembangunan wisata oleh China di Kepulauan Paracel.Pada awal Mei 2009. Vietnam menyerahkan joint submission terkait landas kontinental Vietnam dengan Malaysia pada Komisi Batas-Batas Landas Kontinental PBB.
Tahun 2009 ketika China menyatakan klaim atas lebih dari 80 persen perairan Laut China Selatan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Vietnam memiliki klaim atas Laut China Selatan yang mencakup seluruh perairan tersebut. Perairan Laut China Selatan merupakan potensi strategis yang manfaatnya sangat besar bagi kedua negara, khusunya bagi Vietnam karena keseluruhan garis pantai berbatasan dengan Laut China Selatan sehingga menjadikan Laut China Selatan sebagai laut yang sangat penting. Klaim China yang meliputi seluruh perairan Laut China Selatan membuat Vietnam tidak dapat menggunakan jalur lautnya untuk berinteraksi di dunia internasional. Klaim China dapat membuat Vietnam menjadi negara gagal atau failed states akibat tertutupnya akses ke jalur laut.
Vietnam melakukan klaim juga atas dasar historis.Vietnam menyatakan sudah menduduki Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel pada abad 17.Selain itu ada fakta sejarah yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah distrik Binh Son Vietnam.Vietnam Selatan menegaskan haknya atas Kepulauan Spratly dalam Konferensi San Francisco Vietnam mulai menyatakan pemilikannya atas Kepulauan Spratly pada tahun 1975 dengan menempatkan tentaranya di 13 pulau di Kepulauan tersebut.
d.	Klaim Malaysia
Malaysia melakukan klaim terhadap Kepulauan Spratly atas dasar Peta Batas Landas Kontinen.Sebagian wilayah Kepulauan Spratly masuk ke dalam wilayah landas kontinen Malaysia. Malaysia pun melakukan upaya-upaya lain seperti pendudukan, klaim serta penamaan terhadap gugusan pulau di Kepulauan Spratly. Pendudukan yang dilakukan Malaysia oleh pasukan militernya dimulai pada tahun 1977. Pada tanggal 4 September 1983 Malaysia mengirim sekitar 20 Pasukan Komando ke Terumbu Layang, dan pada tahun yang sama Malaysia melakukan survey dan kembali menyatakan bahwa kepulauan tersebut berada di perairan Malaysia. Hingga saat ini penguatan basis militer di pulau-pulau tersebut semakin gencar dilakukan Malaysia, mengingat kencangnya upaya klaim dari negara lain terutama RRC.
e.	Klaim Brunei Darussalam
Klaim yang dilakukan Brunei Darussalam bukan terhadap gugusan pulau tetapi hanya pada wilayah laut Kepulauan Spratly. Brunei merupakan negara yang menahan diri untuk melakukan klaim dan  pendudukan militer di wilayah gugusan Kepulauan Spratly. Brunei melakukan klaim atas dasar konsep ZEE, dimana sebagian wilayah dari Kepulauan Spratly masuk dalam ZEE Brunei Darussalam.
f.	Letak Strategis Laut China Selatan
Perairan Laut China merupakan perairan yang memiliki potensi strategis dan ekonomis yang menjadi sumber konflik dan kerjasam​[19]​. Terletak di persimpangan antara Eropa, Asia Barat, India, Jepang dan China serta berbagai sumber daya yang terkandung didalamnya itu menyebabkan negara-negara yang mengklaim memperhatikan potensi tersebut secara strategis. 
Laut China Selatan secara strategis merupakan jalur komunikasi laut, yaitu Sea Lanes Communication (SLOC) yang menghubungkan kawasan Eropa dan Asia, kawasan Asia Timur dengan Samudera Hindia dan Timur Tengah. Beberapa jalur laut di Laut China Selatan, yaitu Selat Malaka dan Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok dan Makassar merupakan jalur transportasi perdagangan yang sangat penting bagi perekonomian. Jalur transportasi perdagangan yang melewati Laut China Selatan lebih dari seperempat, jalur tersebut merupakan jalur tersibuk di dunia.	
Sekitar 41.000 setiap tahunnya banyak kapal dagang yang melewati perairan tersebut​[20]​. Pasokan minyak yang diangkut dari Selat Malaka dari Samudera Hindia menuju Asia Timur mencapai enam kali lipat jumlah kapal yang melewati Terusan Suez dan tujuh belas kali lipat yang melewati Terusan Panama. Selain minyak, pengangkutan yang melewati Laut China Selatan adalah pengangkutan dari dua pertiga LNG. SLOC yang ada di Laut China Selatan sangatlah penting tidak hanya bagi negara-negara yang bersengketa, namun juga bagi Asia Timur, Eropa dan Amerika Serikat. SLOC tidak hanya untuk tujuan ekonomi namun juga untuk kepentingan militer dunia.




Sumber Daya Alam di Laut China Selatan

Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati.Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam non hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Potensi perikanan di Laut China Selatan merupakan sumber daya alam non hayati yang sangat bermanfaat bagi negara-negara pantai di kawasan tersebut. Total area 3,56 kilometer persegi, Laut China Selatan merupakan laut terbesar dan terdalam di dunia dengan kedalaman rata-rata adalah 1212 kilometer dan titik terdalam adalah 5567 meter​[22]​. Kedalaman tersebut sangat tepat untuk perkembangbiakan jenis ikan.
Laut China Selatan menyediakan 25% kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh 500 juta orang dan 80% dari makanan seluruh penduduk Filipina​[23]​. Laut China Selatan menempati urutan ke-19 zona penangkapan ikan dunia dalam hal produksi hasil laut dengan tangkapan sebanyak 8 juta ton metrik ikan pertahun​[24]​. Pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan tersebut memiliki dua aspek penting, yaitu bagi perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan dan bagi keamanan untuk meningkatkan upaya pengamanan wilayah perairan perbatasan tersebut.
h.	Kandungan Gas Alam Dan Minyak Bumi Di Laut China Selatan
Pada akhir tahun 1960-an hasil penelitian geologis melaporkan kemungkinan adanya kandungan gas alam, minyak bumi dan sumber perikanan yang sangat kaya di perairan tersebut​[25]​. Pentingnya kandungan kekayaan alam yang ada didalamnya telah menyebabkan terjadinya konflik klaim wilayah yang berada di perairan Laut China Selatan.
Menurut data Kementerian Geologi dan Sumber Daya Mineral Republik Rakyat China potensi minyak di periran tersebut hingga 213 milyar barel, sedangkan kandungan gas alam di perkirakan hingga 2 quadrillion kubik per kaki serta memperkirakan bahwa wilayah Kepulauan Spratly mempunyai cadangan minyak dan gas alam lebih besar dibandingkan dengan negara lain​[26]​. Sementara kandungan gas alam di Laut China Selatan merupakan sumber hidrokarbon yang paling melimpah.
Sebagian besar hidrokarbon perairan Laut China Selatan digunakan oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam dan Filipina. Potensi yang besar di perairan tersebut akan meningkatkan konsumsi energi di negara-negara pengklaim karena menurut perkiraan Energy Information Administration (EIA), konsumsi minyak di negara-negara Asia Timur akan mengalami kenaikan setiap tahun sebanyak 2,7% per tahun dari sekitar 14, 8 juta barel per hari (million barel per day atau MMbbl/d) pada 2004 mencapai sekitar 29,8 MMbbl/d pada tahun 2030 sedangkan konsumsi minyak China sendiri akan meningkat sekitar setengah dari jumlah tersebut​[27]​.
Bagi negara pengklaim, pulau-pulau dikedua kepulauan di Laut China Selatan memiliki nilai strategis sebagai dasar hukum untuk memperoleh hak-hak yuridis eksklusif atas perairan tersebut termasuk segala sumber daya yang terkandung di dalamnya.Hal ini sangat penting bagi negara-negara yang bersengkata untuk menentukan batas-batas kawasan atau teritori negara masing-masing.
1.	Ketentuan Hukum Yang Dapat Digunakan Untuk Menyelesaikan Sengketa Batas Landas Kontinen Di Laut China Selatan 
Pada tahun 1991 di Singapura, China melakukan perundingan bilateral dengan Taiwan mengenai eksplorasi minyak bersama. Pada tahun 1992, China mengadakan pertemuan bilateral dengan Vietnam menghasilkan kesepekatan pembentukan kelompok khusus untuk menangani sengketa perbatasan teritorial. Pada bulan Juni 1993, Malaysia dan Filipina menandatangani perjanjian kerjasama eksplorasi minyak dan gas bumi selama 40 tahun di wilayah yang disengketakan. China dan Filipina juga melakukan hal yang sama untuk mengembangkan Kepulauan Spratly. Pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam juga membahas mengenai pengelolaan ladang minyak disekitar Sabah.
Beberapa perjanjian mulitilateral yang pernah dilakukan dalam upaya penyelesaian sengketa Kepulauan Spratly, antara lain Deklarasi Kuala Lumpur Tahun 1971 tentang Kawasan Damai, Bebas dan Netral, Traktat Persahabatan serta Kerjasama di Asia Tenggara yang dihasilkan dan disetujui pada KTT ASEAN 1 Tahun 1976. Mengenai kepemilikan Kepulauan Spartly, negara-negara yang bersengketa melakukan perundingan bilateral. Perundingan bilateral tersebut dilakukan oleh negara-negara yang bersengketa sejak tahun 1988 untuk menyelesaikan sengketa. Perundingan tersebut menghasilkan suatu persetujuan bahwa negara-negara yang bersengketa setuju untuk mencari penyelesaian secara damai, membentuk berbagai kerjasama dan tidak menggunakan senjata serta setuju menyelesaikan sengketa atas dasar prinsip-prinsip hukum internasional termasuk Konvensi Hukum Laut 1982. Hal tersebut juga tidak menyelesaikan sengketa yang terjadi sampai sekarang. Namun, beberapa alternatif penyelesaian sengketa internasional yang masih dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa batas landas kontinen di Laut China Selatan antara China dengan Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia dan Vietnam mengajukan kehadapan ITLOS.
a.	ITLOS
International Tribunal for The Law of The Sea (selanjutnya disebut ITLOS)  merupakan Mahkamah Laut Internasional yang didirikan oleh PBB pada tanggal 1 Agustus 1966 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. ITLOS mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan interprestasi dan pelaksanaan konvensi hukum laut 1982​[28]​. Para pihak baru mengajukan perselisihan pada ITLOS, ketika kedua belah pihak negara yang bersengketa setuju untuk mengajukannya kepada ITLOS yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang ada dalam UNCLOS 1982 diatur pada ANNEX VI tentang Mahkamah Internasional Hukum Laut terdapat dalam Article 287 :
Choice of procedure
1.	When signing, ratifying or acceding to this Convention or at anytime thereafter, a State shall be free to choose, by means of a writtendeclaration, one or more of the following means for the settlement of disputesconcerning the interpretation or application of this Convention:
a.	The International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI.
b.	The International Court of Justice.
c.	An arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII.
d.	A special arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VIII for one or more of the categories of disputes specified therein.
2.	A declaration made under paragraph 1 shall not affect or be affectedby theobligation of a State Party to accept the jurisdiction of the SeabedDisputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea to theextent and in the manner provided for in Part XI, section 5.
3.	A State Party, which is a party to a dispute not covered by adeclaration in force, shall be deemed to have accepted arbitration inaccordance with Annex VII.
4.	If the parties to a dispute have accepted the same procedure for thesettlement of the dispute, it may be submitted only to that procedure, unlessthe parties otherwise agree.
5.	If the parties to a dispute have not accepted the same procedure forthe settlement of the dispute, it may be submitted only to arbitration inaccordance with Annex VII, unless the parties otherwise agree.
6.	A declaration made under paragraph 1 shall remain in force untilthree months after notice of revocation has been deposited with theSecretary-General of the United Nations.
7.	A new declaration, a notice of revocation or the expiry of adeclaration does not in any way affect proceedings pending before a court ortribunal having jurisdiction under this article, unless the parties otherwiseagree.





1.	Pada waktu menandatangani, meratifikasi atau aksesi pada Konvensi ini atau pada setiap waktu setelah itu, suatu Negara bebas untuk memilih, dengan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih dari cara-cara berikut untuk menyelesaikan sengketa perihal interprestasi atau penerapan Konvensi ini :
a.	Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk sesuai denngan Lampiran VI;
b.	Mahkamah Internasional;
c.	Suatu mahkamah arbitrasi khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII;
d.	Suatu mahkamah arbitrasi khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII untuk satu jenis sengketa atau lebih yang tertera didalamnya.
2.	Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ayat 1 tidak akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kewajiban suatu Negara Peserta untuk menerima yurisdiksi Kamar Sengketa Dasar Laut Mahkamah Internasional Hukum Laut sejauh dan dengan cara yang ditentukan dalam Bab XI bagian 5.
3.	Suatu Negara Peserta yang menjadi suatu pihak dalam suatu sengketa yang tidak diliput oleh suatu pernyataan yang berlaku, harus dianggap telah menerima arbitrasi sesuai dengan Lampiran VII.
4.	Apabila para pihak dalam sengketa telah menerima prosedur yang sama untuk penyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat diserahkan hanya pada prosedur demikian, kecuali apabila para pihak bersepakat secara lain.
5.	Apabila para pihak dalam sengketa tidak menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian sengketa, maka sengketa itu dapat diserahkan hanya pada arbitrasi sesuai dengan Lampiran VII, kecuali jika para pihak bersepakat secara lain.
6.	Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ayat 1 akan tetap berlaku hingga 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan pencabutan didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
7.	Suatu pernyataan baru, pemberitahuan pencabutan atau kadaluwarsanya suatu pernyataan bagaimana juga tidak mempengaruhi proses yang sedang berlangsung di suatu pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan pasal 27 ini, kecuali para pihak bersepakat secara lain.
8.	Pernyataan-pernyataan dan pemberitahuan yang dimaksud pasal ini harus didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan meneruskan salinan-salinannya kepada Negara-negara Peserta.
b.	Yurisdiksi ITLOS
ITLOS memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas atas setiap sengketa mengenai penerapan konvensi serta semua permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam ketentuan UNCLOS 1982.ITLOS terbuka untuk negara-negara pihak yang terdapat dalam konvensi, yaitu Amerika dan organisasi internasional. ITLOS juga terbuka untuk negara selain dalam konvensi, yaitu negara dan organisasi internasional yang tidak menandatangai konvensi.Yurisdiksi ITLOS tidak terbatas untuk semua perkara.
c.	Tahapan dalam Pengajuan Sidang ITLOS
Tahap awal dalam pengajuan sengketa kehadapan Mahkamah Laut Internasional, adalah :
1)	Kedua negara yang bersengketa sepakat untuk mengajukan masalah tersebut kehadapan Mahkamah Hukum Laut.
2)	Mengajukan nota atau persetujuan tertulis kepada Mahkamah Hukum Laut.
Para pihak sudah melakukan hal tersebut, maka Mahkamah Hukum Laut melakukan upaya-upaya sementara terhadap wilayah yang disengketakan agar tidak terjadi peperangan dan kerusakan. Sengketa batas landas kontinen yang terjadi antara China dengan negara-negara diatas harus mengajukan sengketa ini kehadapan ITLOS, karena masalah ini sudah berlangsung sejak tahun 1947 diawali dengan China memproduksi peta Laut China Selatan dengan 9 garis putus-putus dan membentuk huruf U, menyatakan itu menjadi wilayah teritorial China. Tahun 1974 mengklaim Kepulauan Spartly, tahun 1976 China telah menduduki beberapa pulau di KepulauanParacel dan pada tahun 1992 China menegaskan kembali klaim tersebut.			Masalah yang terjadi antara China dengan negara-negara yang bersengketa ini merupakan yurisdiksi dari ITLOS karena berkaitan dengan UNCLOS 1982 yang merupakan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa.Jika China dengan negara-negara yang bersengketa tidak mengajukan permasalahan ini kehadapan Mahkamah Laut Internasional, maka Mahkamah tidak berhak untuk menyelesaikan permasalah tersebut.					Pada saat ini antara China dengan negara-negara yang bersengketa masih dalam tahap penyelesaian sengketa secara damai dengan melakukan negosiasi. Jika dalam negosiasi tersebut tercapai suatu kesepakatan dan adanya keputusan tetap dari Mahkamah Laut Internasional yang mengikat. Keputusan tersebut harus dipatuhi oleh negara-negara yang bersengkata serta dapat dijadikan yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa batas landas kontinen.
d.	Sifat Keputusan Sidang ITLOS
Keputusan dari sidang ITLOS bersifat mengikat negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini dengan cara mengambil sistem suara terbanyak dari anggota mahkamah yang hadir dengan ketentuan bahwa ketua mahkamah dapat memberikan suara penentu dalam hal terdapat suara sama banyak​[29]​. Namun, diantara para pihak ada perbedaan penafsiran keputusan atau pelaksanaannya mengenai kesalahan dalam suatu perjanjian yang bertentangan maka kepada para pihak memungkinkan mengajukan pada mahkamah (Pasal 82 Konvensi) untuk melakukan tindak lanjut mengadakan interprestasi, mengubah (revise), meralat dan membatalkan. Mengubah keputusan hanya dimungkinkan apabila ada fakta baru dan kesalahan dalam suatu keputusan. Penolakan juga dapat dilakukan dalam suatu keputusan jika adanya cacat hukum dalam keputusan tersebut. Ada kemungkinan bagi para pihak untuk menolak suatu keputusan didasarkan pada doktrin pembatalan (nullify doctrine).
e.	Dampak Keputusan Sidang  ITLOS
Pengajuan penyelesaian sengketa ini kehadapan ITLOS berdampak terhadap negara-negara yang bersengketa dapat mengetahui seberapa besar klaim wilayah mereka di perairan tersebut. Negara-negara yang bersengketa menentang aktivitas China Di Laut China Selatan dan Dasar Laut Wilayah serta klaim China atas wilayah dibatasi oleh “Nine Dash Line” tidak sah menurut Konvensi Hukum Laut. Negara-negara itu juga mencari temuan bahwa klaim China atas wilayah itu melanggar hukum. Negara-negara itu meminta pengadilan untuk menentukan beberapa fitur yang diklaim oleh China memenuhi syarat pulau serta temuan mengenaik hak negara-negara yang bersengketa di luar ZEE. Menurut hukum laut internasional, unsur daratan dapat dibagi dalam beberapa bagian :
1)	Pulau. Sebuah negara memiliki pulau, negara itu berhak atas ZEE atau hak memanfaatkan sumber daya alam (termasuk menangkap ikan atau mengeksplorasi gas dan minyak) disekitar pulau dalam radius 200 mil laut.
2)	Karang. Sebagianbebatuan diatas permukaan laut ketika air pasang, terlepas berapapun besarnya. Sebuah negara yang memiliki karang berhak atas wilayah dalam radius 12 mil laut dari karang tersebut.
3)	Terumbu. Sebuah negara yang menguasai terumbu tidak memiliki hak atas sumber daya alamatau wilayah perairan disekitarnya.
Ketiga unsur tersebut, China menguasai sejumlah terumbu di Laut China Selatan dan mengumumkan menjadi pulau. Pulau-pulau buatan itu kemudian dilengkapi dengan pelabuhan dan landasan udara. Namun hukum laut internasional, pulau buatan tidak diakui sebagai pulau. Putusan dari ITLOS ini akan menentukan jika terumbu yang diubah menjadi pulau-pulau buatan oleh China adalah pulau yang sah apabila pulau-pulau buatan itu diakui oleh ITLOS, China berhak atas ZEE dalam radius 200 mil laut sekaligus mementahkan keberatan negara-negara yang bersengketa.
PENUTUP
Simpulan
Sengketa yang terjadi antara China dengan Filipina, Vietnam, Malaysia Dan Brunei Darussalamadanya klaim atas kepemilikan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel di Laut China Selatan. Hasil dari penelitian penulis ada lima penyebab utama yang menyebabkan sengketa itu terjadi di Laut China Selatan, antara lain :.
a.	Sejarah Konflik Laut China Selatan
b.	Masalah Perbatasan
c.	Letak strategis Laut China Selatan.
d.	Sumber daya alam hayati dan non hayati di Laut China Selatan.
e.	Kandungan gas alam dan minyak bumi di Laut China Selatan.
Penyelesaian sengketa yang terkait dengan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel antara China dengan negara-negara yang bersengketa ada tiga penyelesaian, antara lain a) Penyelesaian sengketa secara damai berupa negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi; b) Penyelesaian sengketa secara damai dengan mediator ASEAN; c) Penyelesaian sengketa peradilan internasional berupa Mahkamah Internasional dan ITLOS. Maka yang dapat digunakan dalam permasalahan di Laut China Selatan adalah dengan mengajukan masalah sengketa ini kehadapan ITLOS, karena dalam putusan ITLOS dianggap lebih mengikat bagi negara-negara yang bersengketa sehingga dapat menghindari terjadinya pelanggaran dikemudian hari
Saran
Bagi Pemerintah, diharapkan dalam penyelesaian sengketa batas landas kontinen yang terjadi di Laut China Selatan antara China dengan Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam dapat segera diselesaikan, karena permasalahan yang terjadi apabila tidak segera dihentikan akan berdampak buruk terhadap hubungan bilateral maupun multilateral. Meskipun Indonesia tidak termasuk negara yang bersengketa dalam permasalahan ini, namun Indonesia dapat menjadi mediator dalam penyelesaian permasalahan di Laut China Selatan.
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